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SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN HEEUD%;:'MH
REPUBLIK INDONESLA

NOMOR 0259/0/19%4
TENTANG

ALIH FUNGSI SEKOLAH TEKNIK NEGERI

DAN SEKOLAH KFSEJAHTERAAN KELUARGA PERTAMA NEGERI
MENIADI SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI

Menimbang

hMengingal

Memperhatikan

Menetapkan

MENTERL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

bahwa untuk memperluas daya WIMPUtE sekolah dalam rangka pelaksanaan
wajib belajar pendidikan dasar 4 tahun, dipandang perlu mengalikan
sekolah Teknik (ST) Megeri dan Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama
(SKKP) Meger menjadi  Sekolah Lanjutan Tingkat Perama (SLTF)

Megeri.

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2 Perawran Pemerintah Nomor 2% Tahun 1990,
3, Keputusan Presiden Republik Indonesia:

a. Momor 44 T::thuﬁilwﬂl'.

b, Momor 15 Tahun 984 sebagaimana telah beberapa kali
diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik
indonesia Nomor 13 Tahun 1994;

¢, Momaor 96/M Tahun 199%;

4. Momeor 16 Tahun (994,

4, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
4. MNomeor 0371/01978 tanggal 22 Desember 1575,
h. Momor 054/UM993 tanggal 22 Pebruari 1903,

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatuf MNegara dengan surat
Nomor B-1256/1/94 mnggal 28 September 1994.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK [NDONESIA TENTANG ALIH FUNGSI SEKOLAH
TEEKNIK NEGERI DAN SEKOLAH KESEIAHTERAAN KELUARGA
PERTAMA NEGERI MEHIADI SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT

PERTAMA NEGERL



Pasal |
Mengalihkan 186 Sekolah Teknik (ST) Megeri dan 71 Sekolah
Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKKP) Negeri menjadi 257 SMP Negeri
sehagaimana tercantum dalam Lampiran [ Keputusan ini.

Pasal 2
(1)  Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja
SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana
ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Momer 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978.

(2}  Struktur organisasi SMF schagaimana dimaksud dalam Pasal |
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan kepada Kepaia Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan alih fungsi sekolah
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-
masing.

Pasal 4
Biaya pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan
pada mata anggaran yang sesual sehagaimana tercantum dalam kolom 8
Lampiran | Keputusan ini.

Pasal 3
Dengan berlakunya Kepuiusan ini jumlah SMP MNegeri di selurub
Indonesia menjadi 8.376 buah yang tersebar di 27 Propinsi.

Pasal 6
Keputusan ini mulai berlaku pada 1anggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada wnggal 5 Oktober 1594

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAY AAM
.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

QAT INAN Kennmaan tni disampaikan kepada :



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

__:h'!.n-hl_am._.

i

&
.
do!
I

12.
3

4%

Menteri Megara Pendayagunaan Aparatur Negara,

Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
Inspekiur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

Samua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;

Semua Sekretaris Direktorat lenderal, Inspektorat Jenderal, dan Bacdan Penclitian dan
Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan;,

Semua Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur dalam lingkungan Departemen
Pepdidikan dan Kebudayaan;

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi sciémpat;
Gubernur Kepala Dacrah Tingkat | di Propinsi selempat;

Badan Administrasi Kepegawaian Megara;

Badan Pemeriksa Keuangan;

Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Kevangan;

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara seicmpat;

Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya,

Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Hukum dan Hobungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
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L AMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 0259/0/1994 TANGGAL 5 Oktober 1994

STRUKTUR ORGANISASI
SEKOLAH LANIUTAN TINGKAT PERTAMA (SMF)

KEEDPALL SEXOLAH

URUSAN
- TATA USAHA

- GURU-GURU

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
e,

Salinan sesuai dengan aslinya Prof.Dr.-lng. Wardiman Djojonegoro
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kcbudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Bl T kil




REEKAPITULASI LAMPIRAN I:
EEPUTUSAN MENTERI PENDIDIEAM DAM KEEUDAYAAN
HOMOR 025%/0/1994 TAMGGAL 5 Oktober 1294

B Jenis dan Jumlah
No. Propinsi Jumlah
ST SEED
1. DEI Jakarta 4 —'1 5
2. Jawa Barat 33 12 45
3. Jawa Tengah 45 2 47
@ 0D.I. Yogyakarta 1 1 "3
5. Jawa Timur 3k 13 4B
6. D.I. Aceh 4 T 11l
- 7. Sumatera Utara 9 a 54
8. Sumatera Barat 5 2 7
9. Riamu 2 - 2
10, Jambi 1 = 1
.Ii_ Sumaters Selatan 6 = &
12, Lampung 2 1 3
13. Hallmantan Barat 2 - a2
14, | Kalimantan Tengah 1 1 2
15, Kal imantan Selatan 2 - 2
s 16. Kalimantan Timur i 1 5
. i 15 Sulawesi Utara 4 4 B
18, Sulawesi Tengah 1 i 4
19. Sulawesi Selatan A L 14
20, gulawesl Tenggara - - -
21. Maluku G 2 B
22. Baldi 2 - 2
23, Niusa Tenggara Barat 1 - 1
24. Nusa Tenggara Timur 4 3 7
25. Irian Jaya 2 2 4
26. | Bengkulu 2 4
-E;. Timor Timur - - -
Jumlah seluruhnys 186 71 257
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KEPUTUSAN
MENTER] PENDIDIKAN DAN KEBUDAY AAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 034/0/1997
TENTAMNG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SMP MEMIADI SLTF
SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SLTFP

| Bmarst 1y pROPINSI DI. YOGYAKARTA

- FSDEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
"7.-'::'- i A Tw Egg?

— 2



SALINAN

Meaimban £

Mengingay

Memperhatilan

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN EEBUDAYA AN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 034/0/1 997

TENTANG

FERUBAHAN NOMENKLA
SERTA ORGANISAST

SMP MENJAD] SLTP
TATA KERJA SL TP

MENTERI PENDIDIKAN| pAN KEBUDAYAAN,

bahwsa sebagai tindaj: lanjut dad Perapy
dan Kepu msan Menteri Pendidikan dan
ma, dipandang Perly mepzubah 5

mMenjadi Sskolah Lanjutan Tingiar Pertama (SLTP) 4,

Pemeriniah Nomor 28 Tahun 1990
budayaan Nomor 054, L1993 1o nLing
omenklanr Sapalah Menengah Umum

1. Uﬂ&ang-gﬂ#g.gg‘?ﬁ’{:-mqr 2 Tahup 1983

W =

2. Peramuran Pemerinuh Republik Indopesis -

2, Nomor 28 Tahun 1950,
Nomor 38 Tahun 1992
€ Nomor 39 Tapup 1992-

3. Kepurusag Fresiden Republix Indonesi;

8. Nomor 44 Tﬂb_:un 1974

“ntang Pendidikan Dasay
Sekolah Lanjutan Tingka:
Tinglkar Pertams (5MP)

Ml méngamr organisasi dag Lata kerja SLTP:

o o S

—




MMeEnetapkan

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTER| PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIX INDONESIA TENTANG
EFE]@;.E.J.HA_M XOMENKLATUR SMP MENJADI SLTP SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA
BAB I
NOMENKLATUR _ }

Paga] I
}-{eng_"u_l:n:m romenklarur Sekolah Menengeh Umum Tingkai Pertama (SMP1 di Lingkungan Depsremen
_P-.:nd_lrizllnz.n dan Kebudayzan menjadi Sekofah Lanjulan Tingkat Perama, yang selapjutnya dalam Kepurusan
inl disehut SLTP. i

Pasal 2

i1} Nomenklaur dan peromoran SLTP diamur sehagai berilout:
3. SLTP vang berlokasi di Daerah Khusus Ibukota Jakana diberi nama Jekara, dengan nomor
menumt uruian ahun penempan keputusan pelembagzan SLTP yang bersangkutan,

B. SLIP yang E:-e_rlﬂ}:asi di kotzrmadia/ket: adminiserarif yang hersanélmmn, dibert nema sesus;
nama keotamadia‘kote administratif, dengannomor menurt urutan (ahun penctapan Kepunisan
pelembagaan SLTF yang bersanghutan;

€. &SLTP vang berlokasi di ibukot kabupaten, diberi nama sesuai pama ibukota kabupaten,
dengan pomor  mentrat urwtan tahun penstapan keputusan pelembagaan SLTP vang

bersangkutan;

d. SLTP vang berlokasi di luar ibukota kabupaten, diberi nama sesuai defizan nama kecamatan
(FImpal sekolah bersangkutan berada, dengan nomor menurut uruin tahun penetapan
kepunizan pelembagasn SLTP yang bersanmgkutan;



{1)

{2}

3

Dalam hal terdapal dea atau lebih Jesamazn wakiy penetapan icpurusan pelembapan SLTP
sebagaimana dimaksud dalam ayai (1), urutan penomoran SLTP ditetapkan berdasarkan Mo mor
urit dalam kepumsan pelembagaan SLTP yang bersanplkutan,

Ketentuan sebagaimana dime sud dalam ayat (1) bertaku juga begi peromoran SLTE tebagai
akibat pemekaran wilayah, pindah lokasi, dan penambahan wnit baru.

BAB II ' "
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pagal 3

SLTP adaleh unit pelaksana reknis pendidikan dasar di lingkungan Depanemen Pendidikan dan
Kebudayaan yang berada di bawsh dan bertanggung jawab kepsda Kepala Kantor Wilgvah
Departemnen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi

SLTP dipimpin oleh sedrang Kepzls dan dibanmy olsh Seorang Wakil Kepala,

Pasal 4

SLTP mempunyai tugas menyeleaggarakan pendidikan dasar program tiga tahun bagi amatan Sekolah
Dasar arau yang sederajat.

Pasal 5

Untuk menyelengearakan r&gas stbagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SLTP mempunysi fungsi:

[ P O

pelaksanaan pendidikan sesuai deagan kurikulum yang berlaky:

pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi para siswa;

pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan orang wa/wali siswa dan masvarakat,
pelaksanaan unusan rarg usakia dan urusan rumah tangga sekolah.




) ;
BAR III
EJRGAHIISA Si
i Pasal 6
Organisasi SLTP terdiri ALas:
2. Kepala:
b, Wakil Kepala:

c. Urusan Tama Usaha,
d. Kelompok labagan Fungsiona),

i Fasal 7

Kepala adajah purs Yanz mimpunyai tagas memimpin penyelenggaraan kegiaan “elajar mengsjar wna
membing guru, tenaga keperdidikan lainnya, dan lenaga adminiscrasi,

Pasal 8

Wakil Kepala adalak gUrl yang mempunyai gas membantu Kepala SLTP dalam Mmemimpin
penvelenggaraan kegiatan belaja; Mengajar sera membinz guru, (2naga kependidikan lainnya, dan enzga

Pacal ¢

Unusan Tata Usaha mempunyal ugas melaksanakan kegiatan kcuuus;haa_n dan kéumahtanggaan SLTP
SEMA Ligas-migas lzin yang diberikan oleh Kepala,

Pasal 10

Kelompek jabatan fungsions] MEmpunyai n:éas melaksanalan kegiatan jabatan fungsiopal 'masmg-mastng
berdasarkzn peranuran perundang-undangan yang berlaka,

7 Fazal [1

-

(1) Kelompok Jabatan Funzsional terdini ams Gupy din jabatan funesional 21nnya vang diame
berdasarkan -pemura_r!-penmdmg—undangan ¥ang berlaku.



) ol

L1 ]

f2) Relompok Jabawn Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior bermprestusi
vang dirunjuk oleh Kepala, "

(3 Jumizh jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalarm avar (1 ) ditenmukan berdasarkan keburuhan
dan beban kerja.

(4} Tenis dan jenjang jabatan furgsional sebagaimana dimaksud dalam avat ( i d iad'Jr sesual kelenman
perniran perundang-undangan yang berlaku. Iy

Pisal 12

Bagan Organisasi SLTP rercanmum dilam Lampiran | Keputusan ini,

BAR [Y
TATA KERJA .

Paza] 13
Dalam melaksanakan tugasnya Kepals, Wakil Kepala, Kepala Urusan Tata Usaha. dan kelompok Jabatan

Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-
maiing maupun dengan instansi laks di luar SLTP sesuai dengan mgas pokok masing-masing.

Pasal 14

Kepala dag Kepala Urusan Tata Usaba wajib mengawasi pelaksansan rugas bawahannva masise-masing
dan bila terjadi penyimpangan agar menzambil langkah-langkah yang diperiukan sesuzi dengan perarsran
perundang-undangan yang berlaku,

# Pasal 15

=

Kepala., Wakil l-_a',epala;_ dan Kepala Urusan Tata Usaha wajib mengikuti dan memarchi perunjuk dan
beranggungjawab kepada arasan miasing-miising serta menyampaikan laporan berkala epar pada vakiunva.



N : ')
PasaF 16

Kepelw dan Kepala Urusan Tata Usaha &m;p:@j&wah memimpin, méngkourdinasikan. dan membina
pelaksapaan tugas bawahannya masing-masing sena mengadakan rapat berkala.

Fasal 17

Kepala dan Kepals Urusan Tata Usaha wajib mengolah laporan dan menggunakan laporan dari hawahan
sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjat.

Pasal 1% ol

Kepalz, Wakil Kepala. dan Kepala Urusan Tata Usaha dalam menyampaikan laporan wajib memberikan
#mbusan kepada unit lain vang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 19

Kepalz Kzntor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi sciempat dalam melaksanakan
tugas pembinaan wajib berkensultasi dengan Dirckrur Jenderal Pendidikan Dasar-dan Menengab

BAB ¥V
BIAYA

Pasal 20 ;

Biaya unnik pelaksapaan Kepurusan ini dibebankan pada mats anggaran yang relevan di masine-masing
Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ,
BAB VI
LOKASI

Pasal 21

-

Sejak dietapkannya Kepumsan ini SL.TP berjumlah §.998 dengan rekapirulasi. nama. nomor dan lokas)
sehagaimana rercanmum dalam Lampiran I Keputusan ini.

4



n nlall-

) 1

DAR VII
KETENTUAN LAIN

Fasal 22

Perubahen atas organisasi dan (ata kerja SLTP ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sexelah
mendapal persstujuan lertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunasn aparamur

negara,
'| Pasal 23
5 SMP yang diselepizgarakan oleh masyarakat menyssuaikan dengan Kepumusan ini. 1
BAB ¥III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Pada saat mulai berlakunya Kepurusan ini, Keputusan Meneri r"l:n:hn:ji]-u'm dan Kebudayaan “omor
Q370/0/ 1978 dinvaukan lidak berlaku,

Pasal 23

Kepumusan ini mulai berlaku pada‘tanggal ditetagkan,

Ditetapkan di akarta
pada tanggal 7 Maren 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ted
Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini diéa:npajkan kepada ...........
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‘lenteri Negara Pendayagunaan Aparaiur Negara,

1.

2, S. retaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

& In.pekturfonderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

4. Direktur fenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, -

5. Kepala Badan Penelitian dan Penpernbangan Pendidikan dan Kebudayaan Departzmen Pendidikan dan kebudayaan,

&, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktoral Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Badan Penelidan dan
Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayasn,

7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,

8. Gubernur Kepala Daerah Tinghat [ setempat, |

a. Direkiur Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, % "3

10. Badan Pemerfksa Keuangan, '

11.  Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan, ]

12, Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
13. Yang bersangkutan wntuk dipergunakan seperiunya,

Sulloae el gengineslinm
palz i Exion donlckiagia Kanmntil



e ol T

L 3

—

V. FPAOPINSI 0.0 YOGY AMARTA -
| 1 -2 SEXOLAN ASAL - i - AU FERUAATAR

- AGKAS! SEKDLAN | KEPRTUSAN PELEMEACALN SEROLAN | | . LEWASI SEXDLAN

PAkiL STNCLLY . NAMASERDLNH | - o 4
: ALRMAT SENTUAH | TECAMATAN | BAREOMAMOTIF | SOMOR PAM TANCEAL | TERTAREG | i ELAARAT BERQLAM | CECAMATAN | WASmOOULNOTIF
e | SuF Mok e e G PN AL T P ey £l 18)08 PRESD (ST e MEERaki BITF WG bl LER s LU LI Fup, mn e PRl
1 ;:::ﬂﬂmw-m LT RE RTTTE R T TAPHSR & EdN IR PREED TS B PIMMICAEN | BIIP MGIE oE|ErLs LLRTER FLTL LR kL 4G TEE, AT FREE
e

(b l!lllllll-[ll:l'rﬂmm B MICLOIEN (N SEEFALINTE 4 D e A FOOTAERL TINGELILY TOAAT LTI BLTF Wl JTREraiEar AP ERLY T T3S rRLAT DG e Tefa, TETLERELL

[1: | mull BIGTALELLE A e O ek R SACOTITEL§ WAL TATATRR L FIBREEAT PN HUECLN P S PRI A O v 783 N TR LSRN T, TETLELELL

L E:"u:ul ML TRLLITE & wadmu | PEIPELLTE STORIELY EEHL TOSTAARL TISEREAN THED 41 WHBECLEN | BPF MSDN STaETRAANL 2 ARSI 1 TOOTARER TR L T FEDIL, TiETAREALL

Ll 'I‘l:"'l.'- "';?'"”" A PESF 3N miuAeanR ] CARCEIIIRL II!II.I._'I'DITI!IJ"-I. [EAL 2t Ao 0 R LU AL L SAFF WTDH ETRETERAL ﬂ'“ﬂ““’-ﬂ:ﬂﬂ:ﬂ*"‘ i Eine FE0AL, TiETATalL

IE ll::':ﬂlllﬂﬂ'mm A sEFLARRELE 1 LT Woai TOEvaTs L CU TR VR EBRMCU | SLPR RPN aTagTER . R e 1 Sl L8 R

e :II::‘III T TRENANT R HETR LT T LAY ICODAE, FRSTRTAR L [P TE TR WEH &0 Py S.BF WEERH 14 TIRTARER RIS CLCEL 0y 2 il i tEinL TESFELUITL

e ;:.’.::ﬂi"ll TEsLelilk A S wEae | i WO FOETATANTL INIEGES Hod s T WP REELH PEEFALITYL & B, e S A AL TIETLILITL

1% :II::;H Bodmifizeadty A TPk PRk ails ADSLE MOSTRIRAL aEANE ook Flwilnchiu 1 BOF EGER 1] YOETLLENTE AT PLAJIRE 478 ppdl, TR

i ;f:l:ﬂ:'i- =TT L] | & ShyTada FLbank e alie NLELL HOSTAIEAL aWiieiy o [mg ey K OF mcfih T LA TR A TiwTeks PRiadiBT 1 AiE FEdyd, ngroelii

4l :r:nmr:m.-mn R LA R ISR Hi=TEiE] DR TEETRLR L, [ T E) Flimpmas s A RN TrEateclsu - 2 EADiced 35 1Rl eirs Nadiag Fad, Tzl 1
(LH ::'ll'-::llllu [ELETEST ] &= Secimzuanin i =TT ELGEN TOSTRARA 1L [-= Tt TE ] C AT Soirmighn i SriceRia A HES DOEEGLLUMATE 1T MAmEEE [254d VEETLELITE :
m TF:’:E'IHII'IHHUH'! wa i T T EERLL DITRERATE omAar  narm WG LS AR RIEEN 11 YRTICING WAL LR [T I fEold. TR T

o *::'T?““ 1 MR LR RN B, TSR HIBLE]  SLARE) BUSHLEREN | SEFMEEN |6 TDETAGENTL ER PRI N R L EEREL LETRLL AR ED

) :ﬂk!lw':rh‘l telfla A+ diwreh 38 SANMR AR EESL TRCELARATL TIBEERE w T BN Lk i AR MRS IvEETECLIL 4 AP Y T = T[ETT AR FORTIAIES

- E:“EE":“""’“"*"' e R DR (L tm'rul-mu. WARI I HeALEE PRGN | WP RN ETIEFELIL A R GO0 3 (TLFTE TR

L T‘;:';H‘lll TERALLLITE 3 T TowhL, T TOSTALRTE e L G EE, TESAERN 1L R P RTR PENBLGNAN | SRR RGN (g 7SRRI R TNTIMGRL, T TEETARITA ELE A PRI

WENTER! PENDIDIKAN DAN KEBUDAY AAN,

e Ild..

Prof. Dr-Ing. Wardiman Djojonegoro




